


Knta Pengantar

Puji dan syukur kehndirat Tuban Yang Maha Esa, karena atas berkat
karunianyn  penyusunon  Standor  Peloyanan Dinas Pariwisatn  Kabupaten
Buleleng terselesaikan, Dokumen standar pelayanan ini sdalah pedoman
penyelenggaran pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai
kewajiban dan janji penyelenggars kepada masyamkat dalam rangka
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, Tujuan
dari standar pelayanan  ini  edalph  untuk  memberikan kepastian,
meningkatkan kualitis dan kinera pelayanan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat dan selaras dengan  kemampuan  penyelengpara  schingga
mendapaikan kepercavaan masyarakat.

Penyusunan dokumen Standar Pelayanan inl masth jaub dari
sempurna, saran dan masokan dani berbagai pihak sangat dihamapkan guna
terlaksananya pelayanan yang maksimal.

Singaraja, 15 Juli 2024
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Standar Pelayanan

BABT

A. Latar Belakang

Tuntutan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan
publik yang berkualitas paling sering terjadi, dimana Pemerintah atau
penyelenggara sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh
masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk
memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik.
Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat
dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan
terukur.

Dalam Undang — undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun
tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar
Pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayananan di
lingkungan masing — masing. Sebagaimana kita ketahui bahwa
berdasarkan pasal 1 Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
pelayanan publik, mengartikan pelayanan publik sebagai kegiatan dalam

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
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perundang - undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan

penyelenggara pelayanan publik.

B. Maksud dan Tujuan Standar Pelayanan
1. Maksud Standar Pelayanan

Maksud dari disusunya standar pelayanan adalah :

a) Sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah atau dalam hal
ini Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng kepada masyarakat
untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;

b) Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas
pelayanan pariwisata.

2. Tujuan Standar Pelayanan

Tujuan dari disusunnya standar pelayanan adalah untuk memberikan

kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara

sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

C. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata
Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Pariwisata, dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan klasifikasi organisasi
perangkat daerah tipe A,dimana sesuai dengan yang tertuang dalam

Peraturan Daerah Kabupaten
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Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah. Secara lebih lanjut juga diuraikan pada Peraturan
Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Adapun susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
a) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
b) Perencana Ahli Muda
¢) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
3. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata
4. Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata

5. Kepala Bidang Industri Pariwisata

)

. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
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BABTI

A. Prinsip Standar Pelayanan

Dalam menyusun Standar Pelayanan perlu memperhatikan prinsip :

1.

Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah
diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang
jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.
Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan
harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur,
persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
Partisipatif. Penyusunan Standar pelayanan dengan melibatkan
masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan
mendapatkan  keselarasan atas dasar komitmen atau hasil
kesepakatan.

Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat
dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada
pihak yang berkepentingan.

Berkesinambungan. Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai
perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas
pelayanan.

Transparansi. harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh

seluruh masyarakat
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7. Keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang

diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status
ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan

mental.

B. Komponen Dasar Pelayanan

Standar Pelayanan dari sebuah wunit pelayanan publik harus

mencantumkan komponen-komponen dasar dalam pelayanan, yaitu :

1.

Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi
dasar penyelenggaraan pelayanan.

Persyaratan, adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus
dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan
teknis maupun administratif.

Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara pelayanan yang
dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk
pengaduan.

Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan
untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis
pelayanan.

Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara
yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara
penyelenggara dan masyarakat.

Produk pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
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7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas

yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk
peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.

8. Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan
pengalaman.

9. Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan
pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau
atasan langsung pelaksana.

10. Jumlah pelaksana, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban
kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas
yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.

11. Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan
dilaksanakan sesuai dengan Standar pelayanan

12. Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui
seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Dalam pedoman ini yang menjadi fokus dalam proses penyusunan

standar pelayanan adalah komponen standar pelayanan yang terkait

dengan penyampaian pelayanan. Bagian ini menjadi fokus perhatian
dalam penyusunan dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara
pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan. Komponen standar
pelayanan pada bagian ini wajib dipublikasikan. Sedangkan komponen
standar pelayanan yang terkait dengan pengelolaan internal pelayanan
proses pengembangan dan penyusunannya diserahkan pada masing —

masing organisasi penyelenggara pelayanan.
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Penyusunan rancangan standar pelayanan selain perlu memperhatikan

komponen standar pelayanan, organisasi penyelenggara pelayanan juga
perlu memperhatikan spesifikasi jenis pelayanan yang akan disusun
standar pelayanan. Fokus pada spesifikasi jenis pelayanan ini penting
untuk menghindari kesalahan dalam penentuan persyaratan, waktu,
prosedur maupun biaya pelayanan. Standar pelayanan dapat juga
sekurang — kurangnya memuat prasyarat, prosedur, waktu, biaya dan
produk layanan serta mekanisme pangaduan. Format standar pelayanan

yang dapat digunakan sebagai berikut

STANDAR PELAYANAN

Lambang Penyelenggara Nama Penyelenggara

A. Unit Kerja

1. Jenis Pelayanan

2. Dasar Hukum

3. Persyaratan Pelayanan

4. Sistem, mekanisme
dan prosedur

5. Jangka waktu
penyelesaian

6 Biaya / tarif

7. Produk layanan
Penanganan
pengaduan, saran dan
masukan

0. Sarana prasarana dan
atau fasilitas

10. Kompetensi pelaksana

11. | Pengawasan internal

12. Jumlah pelaksana

13. | Jaminan pelayanan

14. Evaluasi kinerja pelaksana
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BAT T
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dokumen standar pelayanan ini adalah pedoman penyelenggaraan
pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan
janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang
berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Dimana dalam
penyusunan Standar Pelayanan perlu memperhatikan prinsip :

1. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah
diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang
jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.

2. Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan
harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur,
persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.

3. Partisipatif. Penyusunan Standar pelayanan dengan melibatkan
masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan
mendapatkan  keselarasan atas dasar komitmen atau hasil
kesepakatan.

4. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat
dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada
pihak yang berkepentingan.

5. Berkesinambungan. Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai
perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas

pelayanan.
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6. Transparansi. harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh

seluruh masyarakat.

7. Keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang
diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status
ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan

mental.
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Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PARIWISATA
Jalan Kartini No.6 Telp. (0362) 21342
SINGARAJA 81118
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 000.8.3.2/16/ VII / 2024

TENTANG
PENETAPAN JENIS DAN STANDAR PELAYANAN
SERTA MAKLUMAT PELAYANAN PADA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

q. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan administrasi yang lebih
berkualitas Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng telah menetapkan Standar

Pelayanan ;

b.bahwa setelah dilakukan kajian tentang produk layanan dan memperhatikan
berbagai masukan dalam implementasinya, maka Standar Pelayanan tersebut
perlu dilakukan perbaikan sehingga dapat memberikan kepuasan/masyarakat,

baik internal maupun eksternal ;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan
b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan

Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng ;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik ( Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Negara nomor 486) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 ) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;



5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi
daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan,

Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan ;

9.  Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita

Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU : Penetapan Jenis, Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Dinas
Pariwisata Kabupaten Buleleng tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini ;
KEDUA : Jenis, Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud

diktum KESATU merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan
publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pariwisata Kabupaten Buleleng;



KETIGA : Penyusunan Jenis, Standor Pelaynman dan Moklumal Pelayanon melibatkan
partisipasi penul dari selurub unsur aparatur yang ada pada Dinas Pariwisata
Kabupaten Buleleng dan dikoordinasikan oleh setiap Kepala Bidang:

KEEMPAT : Keputusan ini berfnku scjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 15 Juli 2024

,zmtulm Pariwisatn
ten Bulcheng
ﬁr’”
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

NOMOR
TENTANG

:000.8.3.2/16/ VI1 /2024
: PENETAPAN JENIS DAN STANDAR PELAYANAN PADA

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

JENIS PELAYANAN PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

No Nama Bidang Jenis Pelayanan
1. | Destinasi Pariwisata 1. Permohonan pemanfaatan sewa/pinjam asset daerah
2. Permohonan Pengajuan dan Penetapan DTW
3. Permohonan Penetapan Desa Wisata
4. Permohonan Data terkait DTW, Destinasi Pariwisata
Pengembangan Kepariwisataan
5. Permohonan alat e ticketing
2. | Sumber Daya Pariwisata | 1. Permohonan pengukuhan Pokdarwis ( Kelompok Sadar
Wisata ) / SKT
2. Permohonan sertifikasi SDM Kepariwisataan
3. Fasilitasi Permohonan Data terkait Sumber Daya Pariwisata,
Kompetensi SDM Pariwisata dan 17 Sub Sektor Ekonomi
Kreatif
3. | Pemasaran Pariwisata 1. Permohonan Pembuatan Video Promosi Destinasi / DTW
2. Permohonan Data Kunjungan Wisatawan, Analisa Pasar,
Promosi
3. Permohonan Pelayanan Informasi Kepariwisataan (TIS)
4. | Industri Pariwisata 1. Permohonan fasilitasi kekayaan intelektual

. Permohonan Data Industri Pariwisata, CHSE, HAKI,

Perizinan, Sertifikasi, Penginapan, Restoran, SPA

. Permohonan Sertifikasi CHSE Pelaku Usaha




No Nama Bidang Jenis Pelayanan
5. | Sekretariat 1. Permohonan penghapusan asset
( Sub Bagian Umum dan 2. Permohonan PKL / Prakerin / Magang
Keuangan )
3. Pembayaran retribusi DTW
4. Pencairan dana sharing DTW
5. Pembayaran Sewa asset daerah
6. Permohonan peminjaman tenda, soundsystem
2. | Sekretariat 1. Permohonan data anggaran

( Perencanaan )

Permohonan data SAKIP




MAKLUMAT FELAYANAN

"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN
MELAKUKAN PERUBAHAN SECARA TERUS MENERLUS,
APABILA TIDAK DITEPATI JANJI INI, KAMI SIAP
MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MEMBERIKAN
KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN
TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN"

E:pn‘li’lﬁnn Pariwisata
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PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS PARIWISATA KARUPATEN BULELENG
J1. Kirtiad Namar G Singecaja Telegen (00602 210140

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 000.8.3.2/ 12 /1 /2024
TENTANG
KODE ETIK PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN
BULELENG

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

Menim ¢t @, Bahwa dalam ran aksanaan tugas pokok dan fungsi
- Dinas annndudugr;ﬁpciﬁn Pencatatan  Sipll Kabupaten
Buleleng dalem mewujudkan pelayanan  publik i hidang
kependudukan dan pencatatan sipil sehingga mampu
memberikan pelayanan prima  bagi masyarakat, maka periu
ditetapkan Kode Etik sebagai landasan perilaku dalam

menjalankan tugas;

b Bahwa uniuk meksud tersebut dintas perlu menetapkan
demgin swein ke putusan;

ngingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

i 2 Duﬂh-ua:r:;E Tingkat 011 dalam Wilayah Daemh-Daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nemor 122,
Tamhbahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undengan [Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52:34);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 3014 tentang Pemerintahan
Dacruh [Léembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Momor 244, Tambshan Lembaran Negara Hepublik Indonesia
Momior 5587) schapaimana telah diubah beberapa kali, terakhic
dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembarmn Negara
Republik Indonesia Nomor 5659];

4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelayanan
Publik [Lembaran Negarn Republik Indonesin Tahun 2000
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerinteh  Nomor 9% Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tmmbahan Lembaran Negaran Republik
Indonesia Nomor 5357);
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Menetapkan

KESATU

Pemturnn Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Disiplin
Pegnwal Negerl Sipil  (Lemburan Negarn Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembamn Negarm Republik
Indonesin Nomaor 5135);

Peraturan  Pemerintnh  MNomor 12 Tahun 2017  lentang
Pembinasn dan Pengawssan Penyelenggaraan Pemerintahan

Dagrah (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2017
Nomar 73);

Peraturan Menterd Dalam Negerl Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan atas  Penyelenggaraan
Pemerintah Dacrah scbagaimana telah diubah  dengan
Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 23
Tahun 2007

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017

tentang Penvelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1956);

10.Peraturan Menteri Megara Pendayagunaan Aparatur Negara

11.

Momor PER/O4/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Hode
Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintakh;

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 62 Tahun 2019 tentang

Budaya Kerja Prima Pada Pemerintah Daerah (Berita Dacrah
Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 63).

MEMUTLISEAN @

! KEPUTUSAN HKEPALA DINAS PARIWISATA HKABUPATEN

BULELENG TENTANG KODE ETIK PELAYANAN DI
LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN
BULELENG

: Menetapkan Kode Etik aparatur pelayanan publik Dinas

Pariwisata Kabupaten Buleleng serta sebagai pedoman dalam
berperilaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, memberikan
pelayanan prima, disiplin, tertib, berkualitas, dan beretika.
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KED 1
LA ! qum Etik aparatur schagaimann  dimalksid padln dilium
st terlem pada Inmplran keputusan inl ;

KETIGA : Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak pada Dinas Pariwlsata

Kabupaten Buleleng yang tidak melaksanakan keputusan Ini
scbagnimana mestings, maka akan diberikan sanksl secara

lisan dan tulisan oleh Kepala Dinns Pariwisata Kabupaten
Buleleng,

Ditetapkan di Singaraja
Padna tanggal, 2 Januar 2024

A [wv/e)
NIF. 19751009 199311 1 001
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LAMPIRAN

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAR  PARIWISATA KABUPATEN
BULELENG

+ 000.8.3.2f 12 /1 /2024
2 danuar 2024
¢ KODE ETIK PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA

KABUPATEN BULELENG

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutublan pegawal untulk
melaksanakan tugas pelayanan publik dengan memberikan pelayanan atas
barang/ jasa dan atau pelayanan administratif, Pegawai sebagai profesi
yang memiliki kewsjiban mengelols dan mengembangkan dirinya dan wajib
mempertanggungjawabkan kineranys diperlukan suatu pedoman tingkah
laku dalam bentuk *kode ctik” dalam rangka melaksanakan tugas dan
kewsjiban dan menghindari segala larangan yang dilarang oleh peraturan
perundang-undangan.

Kode Etik aparatur Dinas Pariwisatas Kabupaten Buleleng
merupakan landasan etiks yang harus dipahami dan dilaksanskan
oleh setiap aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan. Pemahamsm
Kode Etile akan mengarah sebagai perubshan  positif terhadap pola
pilir, sikap dan prilaku aparstur Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng
dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, schingga dapat mewujudkan
pelayanan prima, itra yang baik, berdisiplin dan bermartabat Aparatur
Dinas Pariwisatn Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan fugas akan
berhubungan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha, sehingga
aparatur dituntut untuk menjaga citra positif dan memenuhi kewajiban
organisasi, Dengan demildan interaks! antarm  pihak aparatur dan
masyarakat dapat berjalan dengan ballke Oleh karena tu Hode Etik
aparatur Dinns Pardwisats Kabupaten Buleleng perlu dipahami  dan
ditaati oleh pegawni dalam  pelaksansan tugas dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakal dan pelaku usaha sehingga lkualitas
pelayanan semakin baik. Kode Etik sparatur Dines Panwisata Kabupaien
Buleleng berlaku bagi seluruh pegawal

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kode Etik sparatur Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng memberikan
pengertian dan penjabaran mengenai aturan prilaku sebagai aparatur dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha, dan pihak
lain yang terkait, agar terpenuhinya prinsip - prinsip yang beretika. Dengan
demikian dapat terwujud kinerja yang tHnggi dalam mempertahankan
profesinalisme, integritas, objektivitas, serta memerlihara citra organisasi
dan masyarakat.

C. MANFAAT DAN SASARAN

1. MANFAAT
&. Bagi Pegawal
Memperoleh  kesempatan uniuk berperan, berprestazl, aktualisasi
diri, mendapatkan pengakuan, penghargasn kebanggaan kera serta
rasa ikut memiliki, bertanggung jawab meningkatkan kemampuan
memimpin dan pemecahan masalah, memperluns wawasan, lebih
memahami hidup dan pengabdiannya sebagal pegawal Pemerintab
Kabupaten Buleleng,
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b. Bagl Instanal
Dapat  meningkatknn  kerjn  samn, mengefektitkan  koordinasd,
integmsi, sinkronlsast, kesclarmsan  dan dinemikn  ongnisesl,
memperlancar  komunikesi don hubungan kerdn serta
menumbuhkembangkan kepemimpinan yang partisipatil,

. Bagi Pemerintnh Doernh
Meningkatkan kinerja Pemerintah Dacrah dalam penyelenpeamman
pemerintah,  pembangunan  dan  peningkatan kesejahteraan
masvaraknat

2. BASARAN
Tercipianya perubahan pola piklr dan bedaya kerja aparatur Negara
menjadi budaya vang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang
berorientasi pada hasil foutcome] yang diperoleh dari produktifitas kerja
dan kinerja yang tinggi untuk memberikan pelayanan  kepada
masyarakat.

BAR II

BUDAYA KERJA, ETIEA PELATANAN
DAN STANDAR PERILAKD

A, BUDAYA KERIA

Setiap pegawai penyelenggara pelayanan wajib menerapkan budaya kerja
Prima scbagai berikut ;

1. Profesional, wvaitu scorang pegawai diharapkan selalu menjalankan
tugasnya denpgan baik, dapat melakukan kerfa sama dengan berbagal
pihak, loyal, berdisiplin dan meningkaikan kompetensi dalam bekerja,
responsif, serta berorientas] pada pelayanan sehingga setiap pelanggan
mendapatkan keputusan;

2. Responsibilitas yaitu secorang pegawal dalam menyelesaikan pekerjaan
sesuni  target kinerja, memiliki keterampilan, handal dan sangat
bertanggung jawab dalam menjalankan profesinys;

3. Integritas yaitu scorang pegawal yang menjalankan tugasnyva memilikd
kemauan untuk bekeda  keras, memilikd kemauan  kerja  kemas,
kemampuan untuk menyelesaikan tugas, mempunyai rasa pengabdian
yvang tinggi, okus pada pelkegaan dan konsisten; dan

4. Komitmen yaitu seorang peégawal harus mempunyai kempuan kerja
keras, kemampuan uniik menyelesaikan tugas, mempinyai rasa
pengabdian yang tinggi, fokus pada pekerjaan dan konsisten; dan

5. Akuntabel yaliu scorang pegawal dalam menjalankan tugasnya harus
taat terhadap Peraturan Perundeng - undangan, memenuhi target
kinerja yang felah diletapkan, memperianggungjawabkan seluruh
sumber daya yang dipergunakan, teliti dan akurat, selalu transparan,
serta menghasilkan kinerja yang berkualitas.

B. ETIKA PELAYANAN

Setiap pegawai penyelenggara pelayanan wajib menerapkan etika pelavanan
sehagai berikut :

1. Disiplin
Hadir tepat waktu, tertib berpakaian, tertib berbicara serta tidak

melanggar ketentuan perundang — undangan.

2. Cepat, tepat dan prosedur
Menyelesalkan waktu pelayanan sesund dengan wakiu layanan yang
sudah ditentukan.
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3 Tegns

Tidak memberikan  ruang  tolemnsi terhadap  kolusl, korupsl, dan

nepotisme  dolam  bentuk s n yang terkall de lnynnan
perizinan dan non perizinan, PR e

4. Sopan dan santun
Bertingkah laku yang baik dan berbicam yang wajar scsuni elika dan

norma kesopanan pada saat melavani In Perizinan
o Pl!l‘ii:inan.l ¥ pengguma fnsa ysnan

5. Ramah dan simpatik
Berbudi bahasa yang menarik, bertutur kata yang manis dan perbuatan
:‘:"ﬁ“ﬂﬂﬂm dalam mekaksanakan Pelavanan Perizinan dan Non

6. Adilftidak diskriminatif
Memberikan kesempatan yang sama terhadap Pengguna layanan.

7. Terbuka dan jujur
Memberikan informasi tentang materi, data dan proses pelayanan yang
jelas den benar,

8. Layal dan patuh
Melaksanakan perintah atasan dan wajib melaporkan secara cepat dan
benar kepada atasan terkait dengan pelaksanaan pelayanan.

9. Ikhlas den Sabar
Mennhan emosi apabila mendengar pengguna jasa layanan Yang
menyinggung perasaan.

10 Kepatuhan
Menyelesaikan kescluruhan kegiatan pelayanan sesuad dengan standar
pelayanan dan standar operasional prosedur,

11. Teladan / keteladanan
Memberikan conioh perilaku vang baik kepada rekan kerja, maupun
kepada para pengguna jasa layanan,

12. Komunikstif
Berkomunikasi secara efektil dengan para pengpuna jasa layanan pada
saat membenkan pelayanan Non Perizinan.

13, Kreatil
Melakukan Inovasi yang konstruksif dan produktil untuk mempercepat
dan mengoptimalkan pelak=anasn pelayanon Non Perizinan,

14. Bertanggung jawak
Dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan,

15, Objektl
Tidak memihak kepada saleh sate dard penpguna jasa lavanan Non
Perizinan,

C. STANDAR PERILAKL

Aparatur Dinas Pariwisata Kabupaten Bueleleng dalam memberikan

pelayanan hars berprilaku sebagai berilot :

L. Adil dan tidak diskriminatif;

2. Bersikap cermat, santun dan ramah;

3. Tegas, handal, cepat dan tepat;

4. Profesional;

5. Tidak mempersulit;

6. Membuka diri, bersikap simpatik, dan bersedia menampung berbagai
kritik, protes, keluhan, serin keberatan dari penerima manfaat
layanan,
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BAE IIT
HAK DAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK

A, Apamiur Dinas Pariwisatn Kabupaten Buleleng mendapatkan hak sebrgod
berikut
1. Mendapatkan gaji atnu besaran upah yang sesual dengan ketentuan
yang telnh ditetapkan;
2, Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi dard pihak-
pihak tertentu;
3. Mendapatkan kescmpatan untuk melaksannkan ibadah/sembahyang

yang diwajibkan oleh agamanya;

4, Mendapatkan jaminan Sosial dan Keamanan, Keschatan, serta
Keselamatan Kerja;

5, Mendapatkan kesempatan untuk pengembangan kompetensi sesuai
dengan bakat dan kemampuannya;

6, Mendapatkan santunan Suka Duka sesusi dengan ketentuan yang
telah ditetapkan.;

7. Khusus bagi pegawsi perempuan mendopatkan toleransi cotiflibur
saat melahirkan;

B. KEWAJIBAN PETUGAS PELAYANAN

L. Memberikan pelavanan dengan scbaik - baiknya kepada masyarakst
menurut bidang tugas masing - masing;

2. Menghindari perbustan  stou  tndakan veng dapat  berakibat
menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yvang dilayani;

3. Bersikap dan bertingkah laku sopan dan santun terhadap masyarakat
namun legas, responsive, ransparan, dan profesional sesuail ketentuan
yang berlaku,

4, Melakukan kegiatan pelayanen sesusi dengan penugasan  yang
diberikan; .

5. Memberikan pertanggung jaweban atas pelaksansan pelayanan sesual
dengan peraturan perundang - undangan;

6. Menjunjung tinggi nilai - nilai akuntabilitas dan integritas institus;

7. Terbuka untuk menghindari benturan kepentingan;

8. Proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;

5. Memberikan pelayanan sesual dengan peraturan yang berlaku;

10 Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan penyelenggara
pelayanan publik;

11.Mclaksanakan pelayanan sesual dengan Standar Pelayanan (SP) dan
Standar Operasional Prosedur [S0F);

12.Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggungiawab
sebagai penerima pelayanan publik;

13. Mematuhi peraturan perundang - undangan yang terkait dengan
penyelenggara pelayanan publik;

14.Melayani dengan baik setiap permohonan layanan;

15. Menerapkan prinsip kehail - hatian, ketelition, dan kecermatan dalam
memeriksa  kelengkapan  dokumen/rujukan/rekomendasi  yang
dipersyaratkan dalam pemberian pelayanan;

16.Memberitahukan dengan santun dan profesional apabila terdapat
kekurangan dalam hal pengajuan permohonan layandain;

17.Menyelesaikan pelayanan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan
di dalam Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur;

18 Menyimpan rahasia Negara danfatau rahasia jabatan yang diembannya
;ﬁﬂf dan scsudah menjalankan tugas sesual ketentuan yang

1i.
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BAB TV
LARANGAN

Aparatur Dinas Pariwisata Kabupaten Bule larang :
L. Melakukan praktik Eﬂmﬁd.ﬂluu& meMkn}:
2. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarnkat;
3. Mempergunakan kewenangan untuk melakukan tndakan yang
memihak ataw bersikap diskriminatif dan pilih kasih (favoritisme)
kepada kelompok tertentu/ perorangan:
4. Melakukan pungutan  tidak sah dealam bentuk apapun  dalam
]:ﬂ:fnlumm tugas untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak
3. Meminta dan atau  menerima pembayaran tidak resmi atau
pembayaran di luar ketentuan yang berlaku, seperti pemberian;
G. Komisi, dann ucapan terima kasih, imbalan (kickback], sumbangan
dan sejenisnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi;
7. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirnhasiakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;
8. Menyalahgunakan kewenangan jabatan secara langsung dan  atau
tidak langsung;
9. Menghilangkan, memalsukan, dan atay merusak aset negara;
10.Dokumen milik negara/ organisasi vang berhubungan  dengan
palayanan publik;
1l.Memanfaatkan sarana dan prasarana milik negara untuk kepentingan
pribadi;
12.Membocorkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan dan
atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
dan
13, Melakukan keglatan sendiri dan atau bersama dengan Atasan, teman
sejawat, bawahan atau orang lain dalam lUngkup tugaanya denpan
tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain YANE
secara langsung atau tidak langsung merigikan negara.
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BAB V
FENGHARGAAN DAN BANKEBT

A, PENGHARGAAN

Maksud dilaksanakannyn pemberian penghargann bagi PNS dan Tenaga

Rontrak adalah sehagai pengakuan dan apresins kepols dinas alas prestas!
dan keteladanan dalam melaksanakan tugas pulcnkﬂ:lnn lungsl.sedangkan
tujuannya adalah meningkatnya motivasi dan semangat kerja PNS dan
Tenaga Kontrak dalam  melaksanaksan tugas pokok dan fungsinya,
munculnya nilai kompetitif dalam lingkungan kerja dan mendarong PNS

mgﬁmsﬂ Kontrak untuk melaksanakan nilni-nitai keteladanan dalam
Fl.

B. SANKSI

Sanksi bagi aparatur Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng yang melalkukan
pelanggaran sebapai berikut :
L. Pelanggaran terhadap penyelenggaraan pelayanan pariwisata yang
dilakukan oleh aparatur dikenakan sanksi administrasi;
2.Jenis . jenis sanksi administras! berupa ;
a. Peringatan lisan;
b, Peringatan tertulis; dan
¢, Dimutasikan.
3. Mekanisme pemanggilan, pemerikssan dan  penjatuhan sanksi
administrasi dilakukan sesusi dengan ketentuan peraturan perundang .
undangan vang berlaku

i/ Ulama Muda (IV/e]
NIF. 19751009 199311 1 001
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FEMERINTAN KABUPATEN BULELENG
IMNAS PARIWISATA
Jalnn Kartinl No.b Telp, (0362) 21342
SINGARAJA Bl1IK
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA

_——

BURAT EDARAN
omor : 100.3.4.4/1097/1/2024
TENTANG
PELAKBANAAN KODE ETIK
DILINGHUNGAN DINAS PARIWIBATA
HABUPATEN BULELENG

Menindakdanjuti Peraturan Bupati Buleleng Nomor 46 Tahun 2041

tentang Kode Etik dan Kede Prilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan

ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
|. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan

Kode Prilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan maksud
memberikan pedoman sikap, tngkah lako, perbuatan dan ucapan bagi
ASN dalam melaksanakan tugas sehari-hard

2. Agar seluruh Aparatur Sipil Negarn pada Dinas Pariwisata untulk

menjadilkkan pedoman peraturan tersebut
Dalam hal penegakan pemturan Kode Etik dan Kode Perilakuo tersebut,

dilaksanakan secara berjenjang dan melekat terhadap staf sarnpai
dengan pimpinan.

Ditetapkan di  : Singaraja
Pata Tanggal 2 Januari 2024

Kepals Dinas Pariwisata

; ,ﬁ?iﬁai&@ﬂtﬁ_mr-

Lo, .~

bs l-'.'ﬁ
- 4
8. M.

+h
Pembina Utama Muda [V /c)
NIP. 19751000 199311 1 001
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Pemerintah Kabupaten Buleleng

STANDAR PELAYANAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

A. |Unit Kerja : Destinasi Pariwisata
1. |Jenis Pelayanan : Permohonan pemanfaatan sewa / pinjam asset daerah
2. |Dasar Hukum : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng nomor 1 tahun 2014 tentang
penyelenggaraan kepariwisataan
2. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 ttg Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
3. |Persyaratan Pelayanan : 1.Permohonan dari calon peminjam/ penyewa
2. Pembayaran melalui transaksi non tunai (SKRD) terhadap aset yang
Disewa
4. |Sistem, mekanisme dan
Prosedur Pemohon datang ke Dinas Pariwisata
Operator menscan/memasukkan melalui e-surat
atau menyampaiakn fisikuntuk disposisi kadis
Y
Kepala Dinas Mendisposisi Kepada Kepala Bidang Destinasi
Kepala Bidang megyampalkan Kepala Bidang
ke bendahara penerimaan agar buatk i
dibuatkan SKRD memobuatkan surat 1jimn
Pembayaran oleh pemohon
Melalui transaksi non tunai
Langsung ke rekening
bendahara penerimaan
v
Surat ijin yang sudah TTE P . .
disampaikan ke pemohon Surat ijin di TTE oleh Kepala Dinas
5. |Jangka waktu penyelesaian|: 2 (dua) hari
6. |Biaya/ tariff : Tidak dipungut biaya (gratis)
7. |Produk layanan - Berupa Surat Ijin
8. |Penanganan  pengaduan,|Pada Jam dan Hari Kerja melalui :
saran dan masukan 1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pariwisata
2. Kotak Saran
3. Telp:(0362) 21342/ No. WA
4. Website : dispar.bulelengkab.go.id
5. Email : disparbuleleng@yahoo.com
9. [Sarana prasarana dan atau |[: Aset yang disewa

Fasilitas




STANDAR PELAYANAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

Pemerintah Kabupaten Buleleng

10. |Kompetensi pelaksana : 1. Diploma III
2. Mampu mengoperasikan komputer

11. [Pengawasan internal : Atasan langsung

12. |Jumlah pelaksana : 1 Orang

13. |Jaminan pelayanan : Melayani secara profesional sesuai dengan standar operasional
yang berlaku

14. |Evaluasi kinerja pelaksana |: Secara berkala dilaporkan kepada atasan




STANDAR PELAYANAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

Pemerintah Kabupaten Buleleng

A. |Unit Kerja : Destinasi Pariwisata
1. |Jenis Pelayanan : Permohonan Pengajuan dan Penetapan DTW
2. |Dasar Hukum : 1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 200 Tentang Kepariwisataan

2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2010 tentang Standarisasi
Pengelolaan Daya Tarik Wisata

3. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan

4. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Penetapan Daya Tarik
Wisata

5. Peraturan Bupati Baru

3. |Persyaratan Pelayanan : 1.Dokumen Permohonan
2. Surat Dukungan Adat

3. Surat Rekomendasi Adat
4. Self Assesment

5. Foto

4. [Sistem, mekanisme dan
prose dur Pemohon datang ke Dinas Pariwisata

v

Operator menscan/memasukkan melalui e surat atau
menyampaikan fisik untuk disposisi Kadis

v

Kepala Dinas mendisposisi kepada Kepala Bidang Destinasi

Kepala Bidang bersama tim
legislasi pemkab/bagian hukum
dan PD terkait

melakukan pembahasan

Kepala Bidang menyusun draft
Ranperbup penetapan DTW

\ 4

Kepala Bidang menyampaikan
p draft Ranperbup ke Bagian

Hukum Setda
. v
Peraturan Bupati Penandatanganan
tentang Perbup oleh < Ranperbub harmonisasi ke Kemenkumham
Penetapan DTW Bupati

5. [Jangka waktu penyelesaian|: 4 bulan

6. |Biaya / tarif : Tidak dipungut biaya (gratis)

7. |Produk layanan - Konsultasi, saran, masukan, solusi untuk pengajuan dan penetapan Daya

Tarik Wisata (DTW)
8. |Penanganan  pengaduan,|Pada Jam dan Hari Kerja melalui :
saran dan masukan 1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pariwisata

2. Kotak Saran

3. Telp:(0362) 21342/ No. WA

4. Website : dispar.bulelengkab.go.id




Pemerintah Kabupaten Buleleng

STANDAR PELAYANAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

9. [Sarana prasarana dan atau | : 1. Buku Agenda
fasilitas 2. Komputer

3. Printer
4. Handphone

10. |Kompetensi pelaksana - 1. S1

11. |Pengawasan internal : Atasan langsung

12. |Jumlah pelaksana : 2 Orang

13. |Jaminan pelayanan : Melayani secara profesional sesuai dengan standar operasional yang
berlaku

14. |Evaluasi kinerja pelaksana |: Secara berkala dilaporkan kepada atasan




STANDAR PELAYANAN

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

Pemerintah Kabupaten Buleleng
A. |Unit Kerja : Destinasi Pariwisata

1. [Jenis Pelayanan : Permohonan Penetapan Desa Wisata

2. |Dasar Hukum : 1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 200 Tentang Kepariwisataan

2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2010 tentang Standarisasi
Pengelolaan Daya Tarik Wisata

3. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan

4. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Penetapan Daya Tarik
Wisata

5. Peraturan Bupati Baru Tentang Pedoman & Pengelolaan Desa Wisata

3. |Persyaratan Pelayanan : 1.Dokumen Permohonan
2. Surat Dukungan Adat

3. Surat Rekomendasi Adat
4. Self Assesment

5. Foto

4. |Sistem, mekanisme dan
prosedur Pemohon datang ke Dinas Pariwisata

v

Operator menscan/memasukkan melalui e-surat
atau menyampaikan fisik untuk disposisi Kadis

!

Kepala Dinas mendisposisi kepada Kepala bidang Destinasi

)

A 4

Kepala Bidang bersama tim
Kepala Bidang menyusun draft internal

SK Penetapan Desa Wisata melakukan pembahasan dan
assesment

Surat ijin yang

sudah TTE Penandatanganan Perbup Draft SK dikoreksi oleh
disampaikan ke oleh Bupati Bagian H}lkllm '
pemohon untuk diajukan ke Bupati

5. |Jangka waktu penyelesaian|: 4 bulan

6. |Biaya / tarif : Tidak dipungut biaya (gratis)
7. [Produk layanan . Konsultasi, saran, masukan, solusi untuk pengajuan dan penetapan Daya
Tarik Wisata (DTW)
8. [Penanganan  pengaduan,|[Pada Jam dan Hari Kerja melalui :
saran dan masukan 1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pariwisata

2. Kotak Saran
3. Telp:(0362) 21342/ No. WA

4. Website : dispar.bulelengkab.go.id

5. Email : disparbuleleng@yahoo.com




Pemerintah Kabupaten Buleleng

STANDAR PELAYANAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

9.

Sarana prasarana dan atau
fasilitas

: 1. Buku Agenda

2. Komputer
3. Printer
4. Handphone

10. |Kompetensi pelaksana 1. S1
2. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan computer

11. |Pengawasan internal : Atasan langsung

12. |Jumlah pelaksana : 2 Orang

13. |[Jaminan pelayanan : Melayani secara profesional sesuai dengan standar operasional yang
berlaku

14. |Evaluasi kinerja pelaksana |: Secara berkala dilaporkan kepada atasan




STANDAR PELAYANAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG
Pemerintah Kabupaten Buleleng
A. |UnitKerja : Destinasi Pariwisata
1. |JenisPelayanan : Permohonan alat e-ticketing
2. |Dasar Hukum : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng nomor 1 tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan kepariwisataan
2. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 ttg Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
3. |PersyaratanPelayanan : 1.DTW sudah masuk dalam Perda PDRD No.9 Tahun
2023
2. Surat permohonan daripengelola DTW
4. |Sistem, mekanismedan
Prosedur Pemohon datang ke Dinas Pariwisata
Y
Operator menscan/memasukkan melalui e-surat
atau menyampaiakn fisikuntuk disposisi kadis
Y
Kepala Dinas Mendisposisi Kepada Kepala Bidang Destinasi
Kepala Bidang Tim (Dispar dan BPD)
Destinasikoordinasi 1 turun ke lapangan
denganBPD (vendor) untuk survey lokasi pos
e-ticketing
A
Pemohon mengirim data I
user kasir dan user admin
ke BPD
v
Penandatangan PKS oleh
kadispar dengan pengelola —1 Pemasangan alat e-ticketing di DTW
DTW
5. |Jangkawaktupenyelesaian |7 (tujuh)hari
6. |Biaya/tarif : Tidak dipungut biaya (gratis)
7. |Produklayanan : Berupa pemasangan alat e-ticketing di DTW
8. |Penangananpengaduan, Pada Jam dan Hari Kerjamelalui :
saran dan masukan 1. Datang langsung ke Kantor Dinas PariwisataKab. Buleleng
2. Kotak Saran
3. Telp:(0362) 21342/ No. WA
4. Website : dispar.bulelengkab.go.id
9. |[Sarana prasarana dan atau |: Alat e-ticketing
Fasilitas




Pemerintah Kabupaten Buleleng

STANDAR PELAYANAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

10. |Kompetensi pelaksana :1. SLTA
2. Mampu mengoperasikan I'T/komputer

11. |Pengawasaninternal : Atasan langsung

12. |Jumlah pelaksana : 1 Orang

13. |Jaminanpelayanan : Melayani secara professional sesuai dengan standar operasional yang
berlaku

14. |Evaluasikinerjapelaksana : Secara berkala dilaporkan kepada atasan




STANDAR PELAYANAN

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG
Pemerintah Kabupaten Buleleng

A. |UnitKerja Destinasi Pariwisata

1. |JenisPelayanan Permohonan data terkait DTW, Destinasi Pariwisata dan Pengembangan
Kepariwisataan

2. |Dasar Hukum Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik

Undang-UndangNomor 10 Tahun 200 Tentang Kepariwisataan

Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2010 tentang Standarisasi

Pengelolaan Daya Tarik Wisata

Peraturan Daerah Kabupaten BulelengNomor 1 Tahun 2014 Tentang

Penyelenggaraan Kepariwisataan

6. PeraturanBupatiNomor 51 Tahun 2017 Tentang PenetapanDaya Tarik
Wisata

7. Peraturan Bupati Baru Tentang Pedoman & Pengelolaan DesaWisata

M NS

3. |PersyaratanPelayanan Pemohon mengirimkan surat permohonan data atau hadir langsung ke
Kantor Dinas Pariwisata membawa daftar data yang dibutuhkan oleh
pemohon

4. |Sistem, mekanisme dan

prosedur Pemohon mengirim surat permohonan data atau dating
langsung ke Kantor Dinas Pariwisata
Online v Offline
Kepala Dinas Pemohon mengisi daftar
mendisposisi ke Kepala tamu dan menyampaikan
Bidang Destinasi data yang dimohon

v

Petuga smenyiapkan data yang dimohonkan

Data yang tidak ada di Bidang Destinasi,
dikoordinasikan dengan bidang lain

Petugas memberikan data yang dimohon
melalui e surat atau diserahkan langsung
kepada pemohon

A

5. |Jangka waktu penyelesaian| 1 hari

6. |Biaya/tarif Tidakdipungutbiaya (gratis)

7. |Produk layanan Data secara tertulis maupun lisan terkait DTW, Destinasi Pariwisata dan
Pengembangan Kepariwisataan

8. [Penanganan pengaduan, [Pada Jam dan Hari Kerjamelalui :

saran dan masukan 1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pariwisata
Kotak Saran

Telp : (0362) 21342/ No. WA

Website : dispar.bulelengkab.go.id

Email : disparbuleleng@yahoo.com

Nk »




Pemerintah Kabupaten Buleleng

STANDAR PELAYANAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

9. [Sarana prasarana dan atau |:1. Buku Agenda
fasilitas 2. Komputer
3. Printer
4. Handphone
10. |Kompetensi pelaksana :1. Minimal D3
2. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan mengoperasikan komputer
11. |Pengawasaninternal : Atasan langsung
12. |Jumlah pelaksana :2 Orang
13. |[Jaminan pelayanan : Melayani secara professional sesuai dengan standar operasional yang
berlaku
14. |Evaluasi kinerja pelaksana |: Secara berkala dilaporkan kepada atasan




Pemerintah Kabupaten Buleleng

STANDAR PELAYANAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

A.

Unit Kerja

: Bidang Sumber Daya Pariwisata

1.

Jenis Pelayanan

: Permohonan pengukuhan Pokdarwis ( Kelompok Sadar Wisata ) / SKT

2.

Dasar Hukum

: 1. Undang-Undang Pariwisata nomor 10 tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan

2. Inpres RI nomor 16 tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan
Kebudayaan dan Pariwisata
3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.

07/HK.001/MKP-2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri
Kebudayaan dan Pariwisata No: PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang
Organisasi

4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata no.
PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata

5. Pedoman Pokdarwis dari Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Perda Kab. Buleleng No. 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan

Kepariwistaan

Persyaratan Pelayanan

1. Surat Permohonan Pengesahan Lembaga yang di tandatangani
Ketua Kelompok

2. Dokumen struktur organisasi pengurus dan diketahui oleh
Perbekel/Kepala Desa dan Kelian Desa Pakraman setempat serta d
isi tanggal dibentuknya kelompok/lembaga

3. Dokumen daftar anggota yang di tanda tangani oleh Ketua kelompok

4. Dokumen Surat Keterangan Perbekel Perihal waktu Pendirian
kelompok

5. Surat Pernyataan bahwa  Kelompok tersebut  memiliki

Sekretariat/Tempat pertemuan

Dokumen AD/ART Kelompok

Surat Keputusan Perbekel tentang pembentukan kelompok

Dokumen Foto copy KTP Pengurus

Dokumen Foto Sekretariat/Tempat Pertemuan

S




Pemerintah Kabupaten Buleleng

STANDAR PELAYANAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

4. |Sistem, mekanisme dan
prosedur Pemohon mengajukan permohonan kepada
Kepala Dinas dengan melampirkan kelengkapan <—
yang dipersyaratkan
V
Permohonan beserta kelengkapannya diteliti oleh
Kepala Dinas Pariwisata melalui Petugas di Bidang SDP
Permohonan yang
kurang lengkap
dikembalikan
kepada pemohon
untuk dilengkapi
Permohonan yang lengkap selanjutnya di proses untuk
penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas dan Surat
Keterangan Terdaftar untuk Lembaga POKDARWIS
Jangka waktu penyelesaian |: 7 hari kerja
Biaya / tarif : Tidak dipungut biaya (gratis)
Produk layanan . Konsultasi, saran, masukan, solusi untuk pembentukan lembaga / kelompok
di bidang pariwisata
8. |Penanganan  pengaduan,[: Pada Jam dan Hari Kerja melalui :
saran dan masukan 1. Datang langsung ke kantor Dinas Pariwisata
2. Kotak Saran
3. Telp:(0362) 21342
4. Website : dispar.bulelengkab.go
9. |Sarana prasarana dan atau |: 1. Buku agenda
fasilitas 2. Komputer
3. Printer
4. Buku ekspedisi
10. |Kompetensi pelaksana : 1. SMU atau SLTA sederajat
2. Memahami alur pengajuan dan penerbitan KTTP Khusus
3. Dapat mengoperasikan perangkat computer dan Microsoft Office
4. Memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik
11. |Pengawasan internal : Atasan langsung
12. |Jumlah pelaksana : 2 Orang
13. |Jaminan pelayanan : Melayani secara profesional sesuai dengan standar operasional yang
berlaku
14. |Evaluasi kinerja pelaksana |: Secara berkala dilaporkan kepada atasan




Pemerintah Kabupaten Buleleng

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

STANDAR PELAYANAN

A. |Unit Kerja : Bidang Sumber Daya Pariwisata
1. |Jenis Pelayanan : Permohonan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kepariwisataan
2. |Dasar Hukum 1. Undang-Undang Pariwisata nomor 10 tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan
2. Inpres RI nomor 16 tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan
Kebudayaan dan Pariwisata
3. Peraturan  Menteri  Kebudayaan  dan  Pariwisata =~ Nomor
PM.07/HK.001/MKP-2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan|
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No: PM.17/HK.001/MKP-2005
tentang Organisasi
4. 4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata no.
5. PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi
Kompetensi dan Sertifikasi Usah di Bidang Pariwisata (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan|
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2311)
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Kepariwisataan Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun|
2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2)
3. |Persyaratan Pelayanan 1. Foto Copy ljasah terakhir minimal SMK sederajat;
2. sertifikat pelatihan sesuai dengan bidang kompetensi yang diambil
3. Surat Pengalaman Kerja sesuai bidang kompetensi selama dua Tahun
4. Foto Copy KTP dan KK
5. Pas Foto 3x4 latar merah sebanyak 2 lembar
4. |Sistem, mekanisme
dan Pemohon mengajukan permohonan kepada
prosedur — Kepala Dinas dengan melampirkan P
kelengkapan yang dipersyaratkan
v
Permohonan beserta kelengkapannya diteliti oleh
Kepala Dinas Pariwisata melalui Petugas di Bidang
SDP
Permohonan yang kurang lengkap
dikembalikan kepada pemohon untuk
dilengkapi
ﬂermohonan yang lengkap selanjutnya di
proses untuk fasilitasi sertifikasi profesi SDM
\ Pariwisata
Jangka waktu : 3 hari kerja
Biaya / tarif : Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk layanan

. Konsultasi, saran, masukan, solusi untuk permohonan dan fasilitasi
sertifikasi SDM Pariwisata




Pemerintah Kabupaten Buleleng

STANDAR PELAYANAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

pelaksana

8. |Penanganan : Pada Jam dan Hari Kerja melalui :
pengaduan, 1. Datang langsung ke kantor Dinas Pariwisata
saran dan masukan
2. Kotak Saran
3. Telp:(0362) 21342
4. Website : dispar.bulelengkab.go
9. |Sarana prasarana dan atau|: 1. Buku agenda
fasilitas 2. Komputer
3. Printer
4. Buku ekspedisi
10. |Kompetensi pelaksana 1. SMU atau SLTA sederajat
2. Memahami alur pengajuan dan penerbitan KTTP Khusus
3. Dapat mengoperasikan perangkat komputer dan Microsoft Office
4. Memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik
11. |Pengawasan internal : Atasan langsung
12. |Jumlah pelaksana : 2 Orang
13. |Jaminan pelayanan : Melayani secara profesional sesuai dengan standar operasional yang
berlaku
14. |Evaluasi kinerja : Secara berkala dilaporkan kepada atasan




STANDAR PELAYANAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

Pemerintah Kabupaten Buleleng

A. |Unit Kerja : Bidang Sumber Daya Pariwisata

1. |Jenis Pelayanan : Permohonan Data terkait Sumber Daya Pariwisata, Kompetensi
SDM Pariwisata dan 17 Sub Sektor Ekonomi Kreatif

2. |Dasar Hukum 1. Undang-Undang Pariwisata nomor 10 tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan

2. Undang — Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

3. Inpres RI nomor 16 tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan
Kebudayaan dan Pariwisata

4. Peraturan  Menteri  Kebudayaan dan  Pariwisata =~ Nomor
PM.07/HK.001/MKP-2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No: PM.17/HK.001/MKP-2005
tentang Organisasi

5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata no.
PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi
Kompetensi dan Sertifikasi Usah di Bidang Pariwisata (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2311)

7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Kepariwisataan Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun
2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2)

3. |Persyaratan Pelayanan : Dokumen Persyaratan/ permasalahan yang berkaitan dengan permohonan
data
4. [Sistem, mekanisme dan
prosedur Pemohon mengajukan permohonan kepada
— Kepala Dinas lengkap dengan maksud dan <

tujuan dari kebutuhan data dimohon.

v

Permohonan diteliti oleh Kepala Dinas Pariwisata
melalui Petugas di Bidang SDP

y

Permohonan yang kurang lengkap
dikembalikan kepada pemohon untuk
dilengkapi

Permohonan yang lengkap selanjutnya di
proses untuk fasilitasi data yang dibutuhkan

Jangka waktu penyelesaian |: 3 hari kerja

Biaya / tarif : Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk layanan . Konsultasi, saran, masukan, solusi untuk permohonan dan fasilitasi
sertifikasi SDM Pariwisata




Pemerintah Kabupaten Buleleng

STANDAR PELAYANAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

8. [Penanganan  pengaduan,[: Pada Jam dan Hari Kerja melalui :
saran dan masukan 1. Datang langsung ke kantor Dinas Pariwisata
2. Kotak Saran
3. Telp:(0362) 21342
4. Website : dispar.bulelengkab.go
9. |Sarana prasarana dan atau |: 1. Buku agenda
fasilitas 2. Komputer
3. Printer
4. Buku ekspedisi
10. |Kompetensi pelaksana : 1. SMU atau SLTA sederajat
2. Memahami alur pengajuan dan penerbitan KTTP Khusus
3. Dapat mengoperasikan perangkat komputer dan Microsoft Office
4. Memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik
11. |Pengawasan internal : Atasan langsung
12. [Jumlah pelaksana : 2 Orang
13. [Jaminan pelayanan : Melayani secara profesional sesuai dengan standar operasional yang
berlaku
14. |Evaluasi kinerja pelaksana |: Secara berkala dilaporkan kepada atasan




P

emerintah Kabupaten Bulelen

STANDAR PELAYANAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

Unit Kerja

: Sekretariat ( Perencanaan )

Jenis Pelayanan

: Permohonan data SAKIP

Dasar Hukum

1.

2.
3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitag
Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatg
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Apataur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerjg
Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Persyaratan Pelayanan

: Pemberitahuan permohonan data SAKIP dari instansi/lembaga

prosedur

Sistem, mekanisme dan|:

\ 4

Pemohon mengajukan
permohonan data SAKIP secara
tertulis (online/manual)

Kepala Dinas menelaah dan
mendisposisi permohonan data
SAKIP ke Sekretaris

Petugas pengelola data SAKIP
menerima dan meneruskan
permohonan ke Kepala Dinas

Sekretaris melakukan identifikasi dan
mendisposisi permohonan ke petugas

Petugas pengelola data SAKIP
menindaklanjuti dan memeberikan |«

data kepada pemohon pengelola data SAKIP

Jangka waktu penyelesaian

: Maksimal 30 menit

Biaya / tarif

: Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk layanan

: Dokumen SAKIP




Pemerintah Kabupr aten Buleleng

STANDAR PELAYANAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

8. [Penanganan  pengaduan,|: Pada Jam dan Hari Kerja melalui :
saran dan masukan 1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pariwisata
2. Kotak Saran
3. Telp:(0362) 21342
4. Website : dispar.bulelengkab.go
5. Email : disparbuleleng @yahoo.com
9. [Sarana prasarana dan atau | 1. Komputer
fasilitas )
2. Printer
3. Handphone
10. | Kompetensi pelaksana : 1. Diploma
2. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer
11.|Pengawasan internal : Atasan langsung
12. |Jumlah pelaksana : 1 Orang
13. |Jaminan pelayanan : Melayani secara profesional sesuai dengan standar operasional yang
berlaku
14.|Evaluasi kinerja pelaksana |: Secara berkala dilaporkan kepada atasan




Pemerintah Kabupaten Buleleng

STANDAR PELAYANAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

Unit Kerja

: Sekretariat ( Perencanaan )

Jenis Pelayanan

: Permohonan data Anggaran

Dasar Hukum

o 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoi
6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apataur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.

Persyaratan Pelayanan

: Pemberitahuan permohonan data anggaran dari instansi/lembaga

Sistem, mekanisme dan|:

prosedur

\ 4

Pemohon mengajukan
permohonan data anggaran secara
tertulis (online/manual)

Kepala Dinas menelaah dan
mendisposisi permohonan data
anggaran ke Sekretaris

Petugas pengelola data anggaran
menerima dan meneruskan
permohonan ke Kepala Dinas

Sekretaris melakukan identifikasi dan
mendisposisi permohonan ke petugas

Petugas pengelola data anggaran

menindaklanjuti dan memeberikan

data kepada pemohon pengelola data anggaran

Jangka waktu penyelesaian

: Maksimal 30 menit

Biaya / tarif

: Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk layanan

: Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Penanganan  pengaduan,
saran dan masukan

: Pada Jam dan Hari Kerja melalui :

1.

2.

3.

Datang langsung ke Kantor Dinas Pariwisata
Kotak Saran

Telp : (0362) 21342

Website : dispar.bulelengkab.go

Email : disparbuleleng@yahoo.com




STANDAR PELAYANAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

Pemerintah Kabupaten Buleleng

9. |Sarana prasarana dan atau | 1. Komputer
fasilitas )
2. Printer
3. Handphone
10.|Kompetensi pelaksana : 1. Diploma
2. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer
11.{Pengawasan internal . Atasan langsung
12.{Jumlah pelaksana . 1 Orang
13.|[Jaminan pelayanan - Melayani secara profesional sesuai dengan standar operasional yang
berlaku
14. |Evaluasi kinerja pelaksana | Secara berkala dilaporkan kepada atasan




Pemerintah Kabupaten Buleleng

STANDAR PELAYANAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

Unit Kerja

: Sekretatriat ( Sub Bagian Umum dan Keuangan )

Jenis Pelayanan

: Permohonan Penghapusan ASET

Dasar Hukum

: Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah

Persyaratan Pelayanan

: a). Harus ada Surat Permohonan di Kepala Desa
b). Setelah ada Surat tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng
menindaklanjuti Penghapusan Aset tersebut, sesuai Permendagri
Nomor 19 Tahun 2016

prosedur

Sistem, mekanisme dan

Pemohon datang ke Dinas Pariwisata

v

Operator menscan/memasukkan melalui e-surat
atau menyampaikan fisik untuk disposisi Kadis

x

Kepala Dinas mendisposisi kepada Sekretaris

A

A 4

Kepala Sub Bagian Umum
dan Keuangan menugaskan
ke Pengurus Barang dan
Pembantu Pengurus Barang

Sekretaris Menyampaikan ke
Kepala Sub Bagian Umum dan
Keuangan

\4

Pengurus Barang dan Pembantu
Pengurus Barang membuat
administrasi penghapusan ASET
sesuai permohonan yang diminta

!

Surat selesai kemudian lanjut
dikirim kantor Bupati/ c.q Bagian
BPKPD

Jangka waktu penyelesaian

: + 1 Minggu

Biaya/Tarif

: Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk layanan

: Berupa Surat Permohonan penghapusan asset

Penanganan  pengaduan,
saran dan masukan

: Pada Jam dan Hari Kerja melalui :
1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pariwisata

2. Kotak Saran
3. Telp:(0362) 21342
4. Website : dispar.bulelengkab.go

5. Email : disparbuleleng@yahoo.com

Sarana prasarana dan atau
fasilitas

1. Buku Agenda
2. Komputer
3. Printer




Pemerintah Kabupaten Buleleng

STANDAR PELAYANAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

10. | Kompetensi Pelaksana : 1. S1
2. Mampu mengoperasikan komputer

11. | Pengawasan internal : Atasan langsung

12. | Jumlah Pelaksana : 2 Orang

13 Jaminan pelayanan : Melayani secara profesional sesuai dengan standar operasional
yang berlaku dan yang sudahditetapkan sesuai Permendagri Nomor 19
Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

14. | Evaluasi kinerja : Secara berkala dilaporkan kepada atasan

pelaksana




STANDAR PELAYANAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

Pemerintah Kabupaten Buleleng

Unit Kerja : Sekretatriat ( Sub Bagian Umum dan Keuangan )
Jenis Pelayanan : Permohonan PKL/Prakerin/Magang

: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2020
Dasar Hukum Tentang Praktik Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik

: 1. Mahasiswa membawa Surat Permohonan Magang dari
Sekolah/Kampus

Persyaratan Pelayanan 2. Surat Permohonan Magang disetujui oleh Kepala Dinas Pariwisata

Kabupaten Buleleng

Mahasiswa datang ke Dinas Pariwisata

¢

Operator Menerima Surat Permohonan Magang,
dan disampaikan kepada Kepala Sub Bagian
Umum dan Keuangan untuk di disposisi

rf

Sekretaris/Kepala Dinas menerima
laporan dan menyetujui adanya

. . permohonan mahasiswa magang
kepada Sekre.:tans/Kepala.Dmas dan menugaskan Kepala Sub
terkait penerimaan mahasiswa

Sistem, mekanisme dan magang Bagian Umum dan Keuangan untk
prose dur membuat surat balasan magang

Kepala Sub Bagian Umum dan
Keuangan menyampaikan

Kepala Sub Bagian Umum dan
Keuangan menugaskan bagian
kepegawaian untuk membuat surat
balasan persetujuan permohonan
magang

Mahasiswa datang ke kantor
kembali untuk penempatan
penugasan PKI./Magang

Jangka waktu penyelesaian | : 3 Hari

Biaya/Tarif : Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk layanan : Berupa Surat Ijin

: Pada Jam dan Hari Kerja melalui :
1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pariwisata

2. Kotak Saran
Penanganan  pengaduan, 3. Telp:(0362) 21342
saran dan masukan

4. Website : dispar.bulelengkab.go

5. Email : disparbuleleng@yahoo.com

1.Buku Agenda
2.Komputer
3.Printer

Sarana prasarana dan atau
fasilitas




STANDAR PELAYANAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

Pemerintah Kabupaten Buleleng

10. | Kompetensi Pelaksana : 1. SLTA Sederajat
2. Mampu mengoperasikan komputer
11. | Pengawasan internal : Atasan langsung
12. | Jumlah Pelaksana : 2 Orang
13 Jaminan pelayanan : Melayani secara profesional sesuai dengan standar operasional
yang berlaku
14. | Evaluasi kinerja : Secara berkala dilaporkan kepada atasan
pelaksana




Pemerintah Kabupaten Buleleng

STANDAR PELAYANAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

A. | Unit Kerja : Sekretariat (Sub. Bagian Umum dan Keuangan)
1. Jenis Pelayanan : Pembayaran Sewa Aset Daerah
2. Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah
3. | Persyaratan Pelayanan : Penyewa membawa surat rekomendasi dari Bidang Destinasi
4. | Sistem, Mekanisme, dan
o -J J J
3. | Jangka W?ktu : Proses penyelesaian kurang lebih 1 Jam
Penyelesaian
6. | Biaya/ Tarif : Tidak dipungut biaya (Gratis)
7. | Produk Layanan : Berupa SKRD dan STS
8. | Penanganan Pada Jam dan Hari Kerja melalui :
pengaduan, 1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pariwisata
saran dan masukan 7. Kotak Saran
3. Telp: (0362) 21342
4. Website : dispar.bulelengkab.go
5. Email : disparbuleleng @yahoo.com
9. | Sarana prasarana dan : 1. Buku agenda
atau fasilitas 2. Komputer
3. Printer
4. Lemari arsip
10. | Kompetensi Pelaksana 1. SLTA sederajat
2. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer
11. | Pengawasan Internal : Atasan Langsung
12. | Jumlah Pelaksana : 1 Orang
13. | Jaminan Pelayanan : Melayani secara profesional sesuai dengan standar operasional
yang berlaku
14. | Evaluasi Kinerja : Secara berkala dilaporkan kepada atasan

Pelaksana
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Pemerint.

ten Buleleng

STANDAR PELAYANAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

A. | Unit Kerja : Sekretariat (Sub. Bagian Umum dan Keuangan)
1. | Jenis Pelayanan : Pencairan dana Sharing DTW
2. | Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah
3. | Persyaratan Pelayanan : 1. Pelimpahan dana ke Kas Daerah berupa STS oleh Bendahara
Penerimaan
2. Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait besaran Dana Sharing DTW
4. | Sistem, Mekanisme, dan
Prosedur
_J_'
3. | Jangka ngtu : Proses penyelesaian 2 hari
Penyelesaian
6. | Biaya/ Tarif : Tidak dipungut biaya (Gratis)
7. | Produk Layanan : Berupa SP2D (LS) dan Bukti Transfer Pencairan (GU)
8. | Penanganan Pada Jam dan Hari Kerja melalui :
pengaduan, 1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pariwisata
saran dan masukan 2 Kotak Saran
3. Telp: (0362) 21342
4. Website : dispar.bulelengkab.go
5. Email : disparbuleleng @yahoo.com
9. | Sarana prasarana dan atau | : 1. Buku agenda
fasilitas 2. Komputer
3. Printer
4. Lemari arsip
10. | Kompetensi Pelaksana 1. SLTA sederajat
2. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer
11. | Pengawasan Internal : Atasan Langsung
12. | Jumlah Pelaksana : 1 Orang
13. | Jaminan Pelayanan : Melayani secara profesional sesuai dengan standar operasional
yang berlaku
14. | Evaluasi Kinerja

Pelaksana

: Secara berkala dilaporkan kepada atasan
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aten Buleleng

STANDAR PELAYANAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

Unit Kerja : Sekretariat (Sub. Bagian Umum dan Keuangan)
1. | Jenis Pelayanan : Pembayaran Retribusi DTW
2. | Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah
3. | Persyaratan Pelayanan : 1. Penyetoran E-Ticketing DTW ke Rekening Bendahara
Penerimaan
2. Pelimpahan dana ke Kas Daerah berupa STS oleh Bendahara
Penerimaan
4. | Sistem, Mekanisme, dan
Prosedur
5. | Jangka Waktu Penyelesaian | : Proses penyelesaian kurang lebih 1 Jam
6. | Biaya/ Tarif : Tidak dipungut biaya (Gratis)
7. | Produk Layanan : Berupa SKRD dan STS
8. | Penanganan  pengaduan, | Pada Jam dan Hari Kerja melalui :
saran dan masukan 1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pariwisata
2. Kotak Saran
3. Telp: (0362) 21342
4. Website : dispar.bulelengkab.go
5. Email : disparbuleleng @yahoo.com
9. Sar.a.na prasarana dan atau 1. Buku agenda
fasilitas
2. Komputer
3. Printer
4. Lemari arsip
10. | Kompetensi Pelaksana 1. SLTA sederajat
2. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer
11. | Pengawasan Internal : Atasan Langsung
12. | Jumlah Pelaksana : 1 Orang
13. | Jaminan Pelayanan : Melayani secara profesional sesuai dengan standar operasional
yang berlaku
14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | : Secara berkala dilaporkan kepada atasan
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Pemerintah Kabupaten Buleleng

STANDAR PELAYANAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

A. |Unit Kerja : Sub Bagian Umum dan Keuangan
1. |Jenis Pelayanan : Permohonan peminjaman tenda, soundsystem
2. |Dasar Hukum : 1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Carq
Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dan Penghunian Rumah
Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali
3. |Persyaratan Pelayanan : 1. Surat Permohonan peminjaman Tenda, Soundsystem
2. Surat Permohonan peminjaman tenda, soundsystem disetujui oleh
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng
4. |Sistem, mekanisme dan
prosedur Pemohon giat-ang ke Dinas
Pariwisata
A
Operator menscan/memasukkan Kepala Dinas mendisposisi kepada
melalui e-surat/menyampaikan Kepala Sub Bagian Umum jika
fisik untuk disposisi Kadis permohonan disetujui atau tidak
Kepala Sub Bagian Umum menerima
disposisi dan menindaklanjuti
permohonan jika disetujui dilanjutkan
membuat berita acara peminjaman
tenda, soundsystem
5. |Jangka waktu penyelesaian [: Maksimal 1 hari
6. |Biaya/ tarif : Tidak dipungut biaya (gratis)
7. |Produk layanan : Berupa Surat [jin
8. |[Penanganan  pengaduan,[: Pada Jam dan Hari Kerja melalui :
saran dan masukan 1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pariwisata
2. Kotak Saran
3. Telp:(0362) 21342
4. Website : dispar.bulelengkab.go
9. [Sarana prasarana dan atau [ 1. Komputer
fasilitas .
2. Printer
3. Handphone
10.|Kompetensi pelaksana : 1. S1
2. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer
11.|{Pengawasan internal . Atasan langsung
12.{Jumlah pelaksana : 2 Orang
13.|Jaminan pelayanan . Melayani secara profesional sesuai dengan standar operasional yang
berlaku
14. [Evaluasi kinerja pelaksana | Secara berkala dilaporkan kepada atasan




Pemerintah Kabupéten Buleleng

STANDAR PELAYANAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

Unit Kerja

: Bidang Pemasaran Pariwisata

Jenis Pelayanan

Permohonan Data Kunjungan Wisatawan, Analisa Pasar, Promosi

Dasar Hukum

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang SP4N

3. Permenpan RB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan

tentang Penyelenggaraan

Persyaratan Pelayanan

Wisatawan, Analisa Pasar, Promosi

Pemohon Data dari semua kalangan yang membutuhkan Data Kunjungan

Sistem, mekanisme dan
prosedur

Femohon Data Online / Offline

rJ

Fermohon Onlme menyiapkan Surat Permohonan Data

Omlme dikinmkan ke e-Mail Dina:z Panwisata Eab

Pemohon Offine membawa 5urat Permochonan Data
SECaATd I.in.I.'iLl.ﬂ._E, LZ'." KI.I.'III:"I D:ln:s Pin'-"-':li-.l‘li. E’J.I:‘ Bﬂ]d‘]ﬂl‘l&l

(M. Kartimi Mo. § Sinzaraja)

l

Stafl Bidang Pemasaran

L=

(Dfthne)

1. Mensrima Surat Permohoron Data Online ¢ Offline
Merekap data sesum Pemmuntaan Data Pemohon
Menyerahkan Data kepada Pemchon secara langaung

4, Mengumkan Data kepada Pemohon melabn e-Mail Dspar

Jangka waktu penyelesaian

: 1 jam

Biaya / tarif

: Tidak dipungut biaya (Gratis)

Produk layanan

(hardcopy/softcopy document), antara lain :

a.

: Informasi yang diperlukan baik secara lisan maupun tertulis

Data kunjungan wisatawan, analisa pasar, promosi
b. Data dan informasi lain yang terkait dengan bidang yang diperlukan

Penanganan
saran dan masukan

pengaduan,|:

Melalui kotak saran

- Pada jam dan hari kerja melalui :

- Datang langsung

- Telepon (0362) 21342

- Website : www.dispar.bulelengkab.go.id
- Email : disparbuleleng @yahoo.com

- Media sosial Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng
- Facebook Page : Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng
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Pemerintah Kabupaten Buleleng

STANDAR PELAYANAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

9. [Sarana prasarana dan atau |
fasilitas

1. Buku tamu
2. Ruang tunggu, meja, kursi tamu
3. Alat tulis kantor
4. Komputer/Laptop dengan akses internet
5. Printer

10. |Kompetensi pelaksana

1. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi

2. SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara
lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang
memerlukan

11. |Pengawasan internal : Atasan langsung

12. [Jumlah pelaksana : 2 Orang

13. |Jaminan pelayanan Informasi diberikan secara lengkap, terbuka, dan dapat
dipertanggungjawabkan

14. |Evaluasi kinerja pelaksana [Secara berkala dilaporkan kepada atasan untuk selanjutnya di evaluasi dan

dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja

pelayanan.




Pemerintah Kabupaten Buleleng

STANDAR PELAYANAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

Unit Kerja

Bidang Pemasaran

Jenis Pelayanan

Permohonan Pembuatan Video Promosi Destinasi / DTW

Dasar Hukum

1.
2.
3.
4.
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang SP4N

Permenpan RB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Kepariwisataan

Persyaratan Pelayanan

Sistem, Mekanisme dan
Prosedur

Pengelola Destinasi Wisata, Desa Wisata, Akomodasi, Pelaku Ekraf

Pemohon Pembuatan Digital Content
1. Pemohon Online menyiapkan Surat Pembuatan Digital

Contentdikirimkan ke e-Mail Dinas Pariwisata Kab.
Buleleng (disparbuleleng @yahoo.com)

2. Pemohon Offline membawa Surat Pembuatan Digital
Contentsecara langsung ke Kantor Dinas Pariwisata Kab.
Buleleng (J1. Kartini No. 6 Singaraja)

v

Verifikasi Berkas Pemohon

|

Penentuan Timeline (Storyboard & Schedule)

|

Proses Pembuatan Digital Content hingga Selesai

Jangka Waktu Proses penyelesaian kurang lebih 2 minggu

Penyelesaian

Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya

Produk Layanan Konten digital Destinasi Wisata, Desa Wisata, Akomodasi, Ekraf dalam

format video, flyer, dan berita

Penanganan Pengaduan,
Saran dan Masukan

I.
2.

Melalui kotak saran
Pada jam dan hari kerja melalui :
- Datang langsung
- Telepon (0362) 21342
- Website : www.dispar.bulelengkab.go.id
- Email : disparbuleleng@yahoo.com
- Media sosial Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng
Facebook Page : Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng

Sarana Prasarana dan
atau Fasilitas

NN A D=

Ruang tunggu, meja, kursi tamu

Alat tulis kantor

Kamera digital

Komputer/Laptop dengan akses internet
Handphone

Drone

Printer
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Pemerintah Kabupaten Buleleng

10. |Kompetensi pelaksana
1. SDM yang mempunyai keterampilan menggunakan kamera digital&
drone
2. SDM yang mempunyai keterampilan mengedit video
3. SDM yang mempunyai keterampilan mengoperasikan komputer
SDM yang mempunyai keterampilan membuat naskah dan narasi video
11. |Pengawasan internal : Atasan langsung
12. (Jumlah pelaksana : 5 Orang
13. |Jaminan pelayanan : Melayani secara profesional sesuai dengan standar operasional yang
berlaku
14. |Evaluasi kinerja : Secara berkala dilaporkan kepada atasan untuk selanjutnya di evaluasi dan

pelaksana

dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja
pelayanan.




Pemerintah Kabupaten Buleleng

STANDAR PELAYANAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

A. | Unit Kerja Bidang Pemasaran
1. | Jenis Pelayanan Permohonan Pelayanan Informasi Kepariwisataan (Tourist Information
Service)
2. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang SPAN
3. Permenpan RB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Kepariwisataan
3. | Persyaratan Pelayanan Masyarakat Umum, Calon Wisatawan (Domestik dan Mancanegara)
4. lsjiz[:;gil?/lekanlsme dan Pemohon Pelayanan Informasi Kepariwisataan (Masyarakat
Umum, Calon Wisatawan (Domestik & Mancanegara)
Pemberian Informasi Kepariwisataan Kabupaten Buleleng oleh
Staf Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng
5. | Jangka Waktu 10 menit
Penyelesaian
6. | Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya
7. | Produk Layanan Informasi yang diperlukan baik secara lisan maupun tertulis
(hardcopy/softcopy document), antara lain brosur, flyer, pamflet, booklet
dengan informasi kepariwisataan
8. | Penanganan Pengaduan, 3. Melalui kotak saran
Saran dan Masukan 4. Pada jam dan hari kerja melalui :
- Datang langsung
- Telepon (0362) 21342
- Website : www.dispar.bulelengkab.go.id
- Email : disparbuleleng @yahoo.com
- Media sosial Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Facebook
Page : Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng
9. | Sarana Prasarana dan 8. Alat tulis kantor
atau Fasilitas 9. Komputer/Laptop dengan akses internet
10. Handphone
11. Brosur, flyer, pamflet, booklet, peta destinasi wisata
10. | Kompetensi Pelaksana SDM yang memiliki keterampilan berbahasa Indonesia dan
menguasai bahasa asing dengan baik
2. SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara
lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang
memerlukan
11. | Pengawasan Internal Atasan langsung
12. | Jumlah Pelaksana 1 orang
13. | Jaminan Pelayanan Informasi diberikan secara lengkap, terbuka, dan dapat
dipertanggungjawabkan
14. | Evaluasi Kinerja Secara berkala dilaporkan kepada atasan untuk selanjutnya di evaluasi dan

Pelaksana

dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja
pelayanan.
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Pemerintah Kabupaten Buleleng

STANDAR PELAYANAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

A. [Unit Kerja

: Bidang Industri Pariwisata

1. |[Jenis Pelayanan

: Permohonan fasilitasi kekayaan intelektual

2. |Dasar Hukum

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang SPAN
3. Permenpan RB Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
Kepariwisataan

3. [Persyaratan Pelayanan

: Pelaku Usaha Pariwisata / Ekonomi Kreatif yang memiliki Produk atau
hasil karya yang dapat diberikan HAKI

4. |Sistem, mekanisme dan
prosedur

5. |Jangka waktu penyelesaian|:

Proses penyelesaian kurang lebih 1 bulan

6. |Biaya / tarif

: Tidak dipungut biaya (Gratis), dikurasi dan difasilitasi pembiayaannya

7. |Produk layanan

: Tindak lanjut penyelesaian pengaduan

8. |Penanganan  pengaduan,
saran dan masukan

: Pada Jam dan Hari Kerja melalui :
6. Datang langsung ke Kantor Dinas Pariwisata

7. Kotak Saran
8. Telp: (0362) 21342
9. Website : dispar.bulelengkab.go

10. Email : disparbuleleng @vyahoo.com

9. [Sarana prasarana dan atau
fasilitas

: 1. Buku
agenda

2. Komputer
3. Printer

4. Lemari arsip
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Pemerintah Kabugaten Buleleng

STANDAR PELAYANAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

10. |Kompetensi pelaksana : 1. Sarjana
2. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer

11. |Pengawasan internal : Atasan langsung

12. |Jumlah pelaksana : 5 Orang

13. |Jaminan pelayanan : Melayani secara profesional sesuai dengan standar operasional yang
berlaku

14. |Evaluasi kinerja pelaksana |: Secara berkala dilaporkan kepada atasan




Pemerintah Kabupaten Buleleng

STANDAR PELAYANAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

A. | Unit Kerja : Bidang Industri Pariwisata
1. | Jenis Pelayanan Per'rr.lohqnan I_)ata Industri Pariwisata, CHSE, HAKI, Perizinan,
Sertifikasi, Penginapan, Restoran, SPA
2. | Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang SP4AN
3. Permenpan RB Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
Kepariwisataan
6. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
7. Permenparekraft No 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha
Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor
Pariwisata.
8. Permenparekraft No 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur,
dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi
Kreatif
3. | Persyaratan Pelayanan : Pemohon Data
Sistem, Mekanisme, dan
Prosedur -
5. | Jangka Waktu
Penyelesaian : Proses penyelesaian kurang lebih 1 Jam
6. | Biaya/ Tarif : Tidak dipungut biaya (Gratis)
7. | Produk Layanan : Tindak lanjut penyelesaian permohonan
8. | Penanganan  pengaduan, | Pada Jam dan Hari Kerja melalui :
saran dan masukan 1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pariwisata
2. Kotak Saran
3. Telp : (0362) 21342
4. Website : dispar.bulelengkab.go
5. Email : disparbuleleng@yahoo.com
9. | Sarana prasarana dan atau | . | Buku agenda
fasilitas
2. Komputer
3. Printer
4. Lemari arsip
10. | Kompetensi Pelaksana 1. Sarjana
2. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer
11. | Pengawasan Internal : Atasan Langsung
12. | Jumlah Pelaksana : 2 Orang
13. | Jaminan Pelayanan : Melayani secara profesional sesuai dengan standar operasional
yang berlaku
14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | : Secara berkala dilaporkan kepada atasan
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Pemerintah Kabupaten Buleleng

STANDAR PELAYANAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

A. | Unit Kerja : Bidang Industri Pariwisata
1. | Jenis Pelayanan : Permohonan Sertifikasi CHSE Pelaku Usaha
2. | Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang SP4N
3. Permenpan RB Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
Kepariwisataan
6. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
7. Permenparekraft No 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha
Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor
Pariwisata.
8. Permenparekraft No 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur,
dan Kiriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif
3. | Persyaratan Pelayanan : Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memohon sertifikasi
CHSE
4. | Sistem, Mekanisme, dan
5. | Jangka Waktu
Penyelesaian : Proses penyelesaian kurang lebih 1 Jam
6. | Biaya/ Tarif : Tidak dipungut biaya (Gratis)
7. | Produk Layanan : Tindak lanjut penyelesaian permohonan
8. | Penanganan Pada Jam dan Hari Kerja melalui :
pengaduan, 1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pariwisata
saran dan masukan 2 Kotak Saran
3. Telp:(0362) 21342
4. Website : dispar.bulelengkab.go
5. Email : disparbuleleng @yahoo.com
9. | Sarana prasarana dan : 1. Buku agenda
atau fasilitas
2. Komputer
3. Printer
4. Lemari arsip
10. | Kompetensi Pelaksana 1. Sarjana
2. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer
11. | Pengawasan Internal : Atasan Langsung
12. | Jumlah Pelaksana : 2 Orang
13. | Jaminan Pelayanan : Melayani secara profesional sesuai dengan standar operasional yang
berlaku
14. | Evaluasi Kinerja : Secara berkala dilaporkan kepada atasan

Pelaksana
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MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH
DITETAPKAN DAN MELAKUKAN PERUBAHAN SECARA TERUS
MENERUS. APABILA TIDAK DITEPATI JANJI INI, KAMI SIAP
MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
YANG BERLAKU DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA
PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR
PELAYANAN”

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Buleleng

Gede Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos,M.Si
Pembina Utama Muda ( IV/c)
NIP. 19751009 19931110




